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BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi
urusan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, maka
perlu dilakukan penataan kembali bidang pada Dinas
Lingkungan Hidup:pada Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor 118 Tahun. 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat
Daerah. Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6901);
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2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia -Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang
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Memperhatikan

Menetapkan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 76);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 37);

: Surat Gubernur Lampung Nomor : 000.8.2/5434/07/2023, 07

Desember 2023 hal Permohonan Fasilitasi Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 118 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor
118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 dan 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
lingkungan hidup dan Pertamanan.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
dan pertamanan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan
hidup dan pertamanan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

e. pelayanan administrasi.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan, Pengendalian
Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional,

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf
d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di.bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 501
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAMPIRAN I
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS

SEKRETARIS [[~777777~ 1
SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
SUB BAGIAN UMUM FUNGSIONAL
DAN KEUANGAN
BIDANG PENATAAN, PENAATAN, BIDANG PENGELOLAAN
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SAMPAH, LIMBAH DAN BIDANG PEMELIHARAAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP PERTAMANAN
'. ; .
1 1
SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR
JABATAN DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK
FUNGSIONAL JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

UAI DENGAN ASLINYA
ZANBAGIAN HUKUM
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